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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI ZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

. bahwa untuk mengendalikan perwyediaan angkutan umum

yang tidak sesuai dengan permintaan dan kebutuhan
masyarakat, serta mencegah terjadinya persaingan yang
fidak sehat dalam penyelenggaraan pengangkutan umum
periu diatur dengan pemberian [zin usaha angkutan ;

. bahwa pemberian  izin usaha angkutan merupakan

kewenangan baru bagi kabupaten Jepara ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b,, maka

untuk pelaksanaan Pemberaian [zin usaha angkutan di
kabupaten Jepara serta penarikan Retribusinya, perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tantang

pembeniukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu  lintas

Angkutan Jalan (Lembaran Megara Tahun 1982 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) :

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak

Daerah dan Refribusi Daerah (Lembaran MNegara Tahun
1997 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3883)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1899
MNomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1983 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 ) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1887 tantang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomer 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;



7. Peraturan Pemerintah MNomer 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987
tentang Penyidik Pegawai MNegerl Sipll Di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Parhubungan Nomor KM 85/PR.30 PHB
1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di
saktor Perhubungan ;

10.Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 174 Tahun 1987
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah :

11.Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
temtang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat | Jepara
Nomer 6 Tahun 1880 tentang Penyldik Pegawai Negeri Sipll
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |l
Japara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TEMNTANG
RETRIBUSI LZIN USAHA ANGKLUTAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalem Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Bupati adalah Bupati Jepara.

3. Usaha angkutan adalah Usaha menyelenggarakan angkutan orang atau
barang dengan kendarsan bermotor yang berdomosili dalam Wilayah
Kabupaten Jepara.

4. Reflribusi I1zin Usaha Angkutan yang selanjulnya disebut Reftribusi daerah
adalah Pembayaran atas pemberian lzin Usaha Anghkutan oleh orang pribadi
atau badan di wilayah Kabupaten Jepam.

5. Badan adalah sekumpulan crang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan ussha yang
meliputi perseroan terbatas, persercan komanditer, persercan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Surat Ketetapan Refribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besamya jumiah retribusi yang terutang

7. Surat Tagihan Refribusi Daerah vang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda,
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BAB I
MNAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUS! DAERAH
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut Retribusi Daerah sebagal
mﬂb:,-amn atas pemberian izin usaha angkutan bagi orang pribadi maupun
Pasal 3
Obyek Retribusi Dasrah adalah Pemberian Izin Usaha Angkutan
Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah crang pribadi atau badan yang memperoleh kzin
Usaha Angkutan

Pasal 5

Woailb Retribusi Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang diwajibkan
membayar atas izin Usaha Angkutan yang diparclahnya.

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi zin Usaha Angkutan tarmasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.
BAB NV

KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU
BERLAKUNYA IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 7

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau memperuas usaha
angkutan wajib mempercleh izin darl Bupati;

(2) Bupati berhak menutup usaha angkutan yang tidak memiliki 1zin.

(3) Tata cara dan syarat-syarat pambayaran izin sebagaimana dimaksud ayat (1)
akan diatur oleh Bupati.

Pasal 8
1) zin Usaha Angkutan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan

{2) E;an 3 (tiga) tahun pamilik izin usaha angkutan wajlb melakukan pendaftaran
ulang.



BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliid atay
dikuasai oleh wajib retribusi Dasrah.

BAEB W

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP

Pazal 10
(1} Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi Daerah
didasarkan etas tujuan untuk menutup sebaglan atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin.
(2) Blaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi blaya pendaftaran,
administrasi dan operasional.
BAE VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUS! DAERAH
Pasal 11
(1) Struktur dan besarnya tarip retribusi dasrah ditetapkan sebagal berikut :
a. 5s/d 10 kendaraan sebesar Rp 20.000,- per kendaraan
b. 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp 25.000.- per kendaraan,
¢. Lebih dari 25 kendaraan sebesar Rp 30.000,- par kendaraan,
(2) Untuk pendaftaran ulang dikenakan Retribusi sebesar 50 % dari tarip
sebagaimana dimaksud ayat {1),
BAB Vil
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pazal 12

Retribusi Dasrah terutang terizdl pada saat dietapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan



BAB X
MASA RETRIBUSI DAERAH
Pasal 13
{1} Masa Retribusi Daerah adalah & (enam) bulan terhitung sejek tanggal izin

mendirikan peruzahaan anghutan dikeluarkan
(2) Setelah lowat Jangka wakiu sebagalmana dimaksud pada ayat (1), maka hak

untuk memanfaatkan lzin usaha angkutan menjadi gugur.
BAR X
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi daerah dipungut diwilayah Dasrah

BAB X!
TATA CARA PEMUNGUTAN

Fasal 15

(1) Pemungutan retribusi Daerah tidak dapat diberongkan
(2) Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan dengan menggunakan SKRD atay

dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Fasal 18

(1} Pembayaran retribusl yang terutang harus dilunasi sakaligus dimuka,

2

3

Pambayaran Retribus! Daerah dilakukan df €as Dasrah atay tempat lain yang
ditunjuk sesuai walkiu yvang ditentulan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamalkan.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Relibusi Daerah harus disetor ke Kas Daereh selambai-
lambatnya 1 x 24 jJam atau dalam wakhy yang ditentukan oleh Bupat;.



BAE Xin
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Dalam hal wallb retribusl tidak membayar tepat wakiu atau kurang membayas,
dikenakan sanksi adminsitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan
darl retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Fasal 18
(1) Pengeluaran Surat Teguran atsu peringatan atau surat lain yang sejenis
sabagal awa! tindekan pelaksanaan penagthan Retribus! Daerah, dikeluarkan
gegera setelah 7 (fujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
{2) Dalam Jangka wakty 7 {tujuh) hari setelah tanggal surst teguran atau peringatan
atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
(3) Surat taguran ateu peringatan ateu surst lain vang selenls dimaksud ayat (1)
pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 19
Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah
sebagaimana dimeksud dalam pasal 18 ayat (1) akan ditetapkan cleh Bupati .
BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUS| DAERAH

Pasal 20
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pambebasan retribusi
@ s pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
Daerah dimaksud dalam ayat (1) ditetackan cleh Bupati.
BAB XwI
KEDALUWARSA
Fasal 21
(1) Penagihan Retribusi Daerah, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3

(tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuall apabila wajib
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.



(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1), tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi balk langsung maupun
tidak langsung.

BAB XVil
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan dan pengawesan Peraturan Daerah ini dilakukan olsh Instansi yang
ditunjuk oleh Bupati,

(1)

(2)

(1)

BAB XVIH
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
Walib Retribusi vang tidak melaksanakan kewaflbannya sahingga merugikan
keuangan daerah diancam pldana kurungan paling lama 8 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 {(ampat) kali jJumiah refribusi terutang.

Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XiIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertantu df lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai panyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di Bidang Refribusi Dasrah

Wewanang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pazal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana df bidang Refribus! Daerah agar
ketarangan atau laporan tersebit menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atay badan tenlang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Refribusi Daarah tersebut;



c. meminta keterangan atau bahan buk darl orang pribadl atau badan
sshubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

e. melakukan penggaladahan untuk mendapatkan bahan bukll pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitean
terhadap bahan bukt! tersabut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan
tindak pidane di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang sesecrang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang
dimaksud pada huruf e

h. memelret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Caerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal
terzangka atau saksl:

J. menghentikan penyidikan;
K. melakukan tindakan lain yang peru untuk kelancaran peyidikan tindak

pidane di bidang Retribusi Daerah menurit hukum yang dapat
dipertanggungjawablkan,

(3) Panyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
sesuni dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1881 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Persturan Daerah inl sepanjang mengenal
pelaksanaannya akan diatur kemudian ofeh Bupati.
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Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ager supaya seliap orang dapat mengetahuinys memerintahkan n
Peraturan Daerah inl dengan penempatanniya dalam Lembaran Dasersh Kabupaten

Jopara,

Ditetapican dl Japara
pada tanggal © Jull 2001

BUPATI JEPARA

/e

Drs. SOENARTO

Diundangian d| Jepara
pada tanggal 5 Jull 2001

KRETARIS RAH

Prs. HENDRO MARTOWUO
Pembina Tk. |
NP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR /¢



.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN
FEMNJELASAN UMUIM

Semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan di Kabupaten Jepara,
masih dimungkinkan adanya pendian ussha anghutan baru  maupun
pengembangan usaha angkutan vang falah ada.

Untuk mengendalikan pandirian maupun pengembangan usaha angkutan
yang dizesuaiken dengan kebutuhan masyarakat, serta mencegah adanya
persaingan yang tidak sehat dalam penysienggaraan angkutan umum, periu
adanys pengaturan perizinan usaha angkutan dimaksud.

Femberian 2in Usaha angkutan merupakan suatu kewenangan yang baru
bagi Kabupaten Jepara, sehingga dalam pelaksanaannya serta dalam penarikan

retribusinya periu diatur dan ditstapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d i4 ! tukup jelas

Pasal 15 ayat (1) - yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa
seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah
lidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun
dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga
dalam proses pemungutan retribusi antara lain
pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada
wajib ratribusi, atau menghimpun data Cbyek retribusi
dan Subyak retribusi.
Kepiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan
pihsk ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnys
retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi
dan penarikan retribusi.

Ayat (2) i Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan
adalah kuitansl,

Pasal 16 s/d 26 T cukup jelas.



